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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pemegang

Hak Pengelolaan (disebut Pihak Pertama) dan individu/Perorangan

(sebagai pihak kedua). Sebelum pihak pertama memberikan hak

pengelolaan tersebut dipergunakan oleh pihak kedua maka dibuatkan

perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama harus

mematuhi apapun yang ada di dalam perjanjian tersebut seperti membayar

retribusi tahunan untuk Tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada Pemda

Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti

lakukan dengan beberapa orang yang memiliki Sertipikat Hak Guna

Bangunan di Atas Hak Pengelolaan mengatakan bahwa biaya yang mereka

keluarkan untuk pembayaran tretribusi setiap ruko tidaklah sama, padahal

ukuran atau luas tanah yang mereka gunakan semuanya sama.

2. PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan peralihan

hak seperti jual beli, karna PPAT merupakan Pejabat Umum yang diberi

kewenangan untuk membuat akta peralihan. Pembuatan Akta  Jual Beli

dibuat dihadapan PPAT  yang berdomisili d Kabupaten Indragiri Hulu.

Penyiapan blanko akta disiapkan oleh PPAT yang bersangkutan dan harus

sesuai dengan format yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Para pihak yang menghadap kepada PPAT wajib memenuhi kelengkapan
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dokumen, maka PPAT akan melakukan pengecekan sertipikat setelah itu

PPAT akan melakukan penomoran terhadap akta yang mana akta telah

dimulai, setelah akta selesai dibuat akta akan dibacakan dihadapan para

pihak dan 2 (dua) orang saksi, lalu akta ditandatangani oleh para pihak, 2

orang saksi dan PPAT.

3. Pembuatan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT apabila

kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan dan

perdyaratan yang dibutuhkan, maka PPAT akan mendaftarkan akta

tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional paling lama 7 (tujuh) hari

setelah akta ditandatangani. Secara hukum hak atas tanah akan benar-

benar beralih ketika Badan Pertanahan Nasional telah mengganti nama

dari penjual ke pembeli pada sertipikat hak guna bangunan tersebut.

B. SARAN

1. Sebaiknya pada saat PEMDA diberi kewenangan untuk mengelola Hak

Pengelolaan haruslah dikelola dengan baik demi keindahan dan

kebesamaan dalam pembangunan khususnya di Kecamatan Pasar Kotas

Rengat.

2. Sebaiknya PEMDA lebih memperhatikan Sertipikat Hak Guna Bangunan

yang berdiri di atas Hak Pengelolaan, apakah jangka waktu dari sertipikat

tersebut sudah berakhir atau tidak, apabila sudah berakhir dan si Pemilik

Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut belum memperpanjang atau
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melakukan pembaharuan maka PEMDA harus mengambil tindakan apa

yang harus dilakukan, meberi peringatankah kepada pemilik Sertipikat

Hak Guna Bangunan atau mengambil kembali tanah tersebut karena sudah

berakhirnya jangka waktu dari sertipikat tersebut.

3. Pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan juga seharusnya harus lebih

mamahami dan teliti atas sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimilikinya

untuk memperpanjang jangka waktu dari sertipikat Hak Guna Bangunan

tersebut berakhir minimal 1 tahun sebelum jangka waktu berakhir. Agar

pada saat melakukan transaksi jual beli tidak menjadi kendala untuk

melakukan Jual Beli dihadapan PPAT, karena jika jangka waktunya

berakhir maka harus dilakukan pembaharuan terlebih dahulu baru bisa

melakukan jual beli dihadapan PPAT. Dengan hal itu membutuhkan

waktu yang lama untuk melakukan transaksi jual beli maupun melakukan

peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT.


